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Peningkatan mutu  guru dewasa ini  sangat  penting  dan mendesak  
mengingat  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  saat  ini masih sangat  
memprihatinkan. Salah satu langkah  kebijakan yang dilakukan adalah dengan 
kebijakan  sertifikasi guru. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimanakah  implementasi kebijakan sertifikasi  guru   di  Kecamatan  
Sukamara, bagaimanakah  dampak  kebijakan  sertifikasi  guru   bagi  peningkatan  
profesionalitas  guru  di  Kecamatan  Sukamara  dan apa saja faktor-faktor  yang 
menghambat implementasi kebijakan  sertifikasi  guru  di  Kecamatan  Sukamara  
Kabupaten   Sukamara.    

Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan pendekatan  
penelitian  kualitatif.  Penelitian evaluasi dengan pendekatan  kualitatif ini 
diarahkan  untuk mengkaji  kebijakan  sertifikasi  guru yang  sedang  berjalan (ex 
ente)  sehingga  tipe  evaluasi  bersifat  evaluasi  kebijakan  sistematis. Subyek 
penelitian  adalah guru-guru SD/MI   bersertifikasi,  Pengawas  TK/SD  Cabang  
Dinas Kecamatan Sukamara,  Sekretaris Dinas  Pendidikan Pemuda  dan Olah 
Raga  Kabupaten Sukamara, Siswa SDN di Kecamatan Sukamara.  Data  
dikumpulkan dengan  metode interviu, dokumentasi  dan observasi. 

Hasil  analisis  penelitian  menunjukan  kebijakan  sertifikasi  guru  
pada  aspek tertentu  telah mendorong para guru  di kecamatan  Sukamara untuk 
berupaya  memenuhi  berbagai  kewajiban  dan persyaratan  menjadi  guru  
professional  dan  memperoleh  sertifikat  sertifikasi  pendidikan  dengan  
berbagai  cara  apapun,  sehingga  motivasi  utama  memperoleh  sertifikat 
sertifikasi pendidikan tidak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan  dan 
kesejahteraan  keluarga. Dari aspek  pedagogic dan aspek  professional  
khususnya  kebijakan sertifikasi belum memperlihatkan dampak positif terhadap 
peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran, pemaham  para  guru 
terhadap para  peserta  didik,  kemampuan  mempersiapkan  mata  pelajaran 
secara  benar, kemampuan  menempatkan  para  murid  sebagai agen utama  
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dalam pembelajaran  bukan menempatkan guru sebagai sentral pembelajaran,  
kemampuan  menciptakan  suasana kelas yang  komunikatif/menyenangkan, 
kemampuan  berpikir  global, kemampuan  membumikan ke ilmuan  dan 
kemampuan  melakukan  penelitian  masih  kurang.  Hampir  sebagian  besar  
guru yang  bersertifikasi  masih  terjebak  pada  konsep lama sebelum  dan 
sesudah menerima predikat  sebagai  guru bersertifikasi.  Guru-guru bersertifikasi 
cendrung hanya  memenuhi  aspek-aspek formal  kewajiban  guru  bersertifikasi, 
sehingga  hal-hal  yang disediakan sebagai bagian persyaratan  sertifikasi 
dilakukan tanpa  motivasi  tinggi.  Faktor yang  menyebabkan karena  system  
penilaian  sertifikasi  dengan uji  portofolio yang  hanya sebuah dokumen  mati 
tanpa menguji kemampuan praktis guru  atau factor  personal  guru, factor  
pimpinan,  faktor sistem pekerjaan dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi; 
dan faktor situasional. Dari semua factor, yang dominan   menghambat  adalah  
factor  personal  guru  sendiri  (terkait  kapasitas, kapabilitas, intelektualitas) serta  
motivasi  bersertifikasi.  

Kesimpulan  penelitian bahwa :  kebijakan  sertifikasi guru dalam 
jabatan   masih  belum  berjalan sebagaimana  diharapkan, terdapat  perbedaan 
kontras  antara apa yang senyatannya  terjadi dan apa yang  diharapkan 
sebagaimana tertuang pada substansi materi  kebijakan.  

Saran-saran yang  dapat  diajukan  adalah  : (1) Lembaga Pelaksana 
Tenaga Kependidikan (LPTK) dan instansi terkait diharapkan dapat lebih 
membekali guru maupun calon guru dengan wawasan, pengetahuan, nilai, dan 
keterampilan mengajar di kelas, terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap 
peserta didik, penguasaan materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran 
sehingga mereka mampu meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik;           
(2)  Para  guru  diharapkan memiliki kesadaran  bahwa tujuan sertifikasi guru 
bukan hanya sekedar mendapatkan tunjangan  profesi belaka, melainkan dapat 
menjadikan dirinya sebagai pendidik profesional yang menguasai komptensi 
kepribadian,  pedagogik, profesional, dan kompetensi sosial sebagaimana 
disyaratkan dalam standar kompetensi guru;  (3) Kepala  Sekolah dan  Pengawas 
Pendidikan,  Cabang  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  diharapkan dapat 
mendorong penerapan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 
kompetensi personal,  dan kompetensi sosial dalam proses pembelajaran oleh guru  
yang dipimpin atau yang diawasinya; (4) Guru-guru    SD/MI  di  Kecamatan  
Sukamara dituntut untuk menguasai lima  komponen proses pembelajaran yaitu 
penguasaan materi pembelajaran,  penguasaan metode pembelajaran, penguasaan 
alat bantu  pembelajaran, penerapan penilaian hasil dan proses pembelajaran,  dan 
penguasaan lingkungan pembelajaran peserta didik. 
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ABSTRACT 

 
 
 

CERTIFICATIONS POLICY IMPACT IN-SERVICE TEACHERS 
WORKING FOR IMPROVEMENT Professionalism PRIMARY SCHOOL 

TEACHER / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD / MI) 
 (Studies in the District Sukamara). 

 
 
 

Ahmad Zunani 
The Open University 

 
 

Keywords: Professional, Certification, Competency 
 
 
 Improving the quality of teachers today is very important and urgent given 
the quality of education in Indonesia is still very alarming. One of the policy 
measures taken is the policy of teacher certification. This study was conducted to 
determine how the implementation of policies in the District Sukamara teacher 
certification, teacher certification policies impact how to increase the 
professionalism of teachers in District Sukamara and what are the factors that 
hinder the implementation of teacher certification in the District policy Sukamara 
Sukamara. 
 This study is an evaluative study with a qualitative research approach. 
Evaluation with qualitative research approach was directed to review the policy 
going teacher certification (ex ente) so that type of evaluation is a systematic 
policy evaluation. Subjects were teachers SD / MI certified, Supervisor TK / SD 
Sukamara District Branch Office, Secretary of the Department of Education 
Youth and Sports Sukamara, Elementary School Students in District Sukamara. 
Data collected by the method of interview, documentation and observation. 
 Results of the analysis showed the teacher certification policy on a 
particular aspect has encouraged the teachers in the district to seek Sukamara meet 
various obligations and requirements to be a professional teacher education 
certification and obtain the certificate by any ways, so that the main motivation is 
not to obtain another certificate of education certification is to increase revenue 
and family welfare. Pedagogic aspects and aspects of professional certification 
policy in particular have demonstrated a positive impact on performance 
improvement of teachers in the learning process, the teacher's understanding of 
the learners, the ability of subjects to prepare correctly, the ability to put the 
students as the main agent of learning instead of placing teachers as central 
learning, the ability to create a communicative classroom atmosphere / fun, the 
ability to think globally, the ability of scientists to unearth and ability to do 
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research is still lacking. Most of the teachers are certified are still stuck on the old 
concept of before and after receiving the title as certified teachers. Certified 
teachers tend to only meet the obligations of the formal aspects of certified 
teachers, so that things which are provided as part of the certification requirements 
without high motivation. Factors that cause for system certification assessment by 
portfolio test just a dead document without testing the practical skills of teachers 
or teachers' personal factors, leadership factors, factors work systems and facilities 
provided by the organization, and situational factors. Of all the factors, which is 
the dominant factor inhibiting own personal teacher (related capacity, capability, 
intellect) as well as the motivation certified. 
 Studies conclusion that: in-service teacher certification policy is still not 
running as expected, there is a contrast between what happens and what 
senyatannya expected as stated on the substance of policy. 
 The suggestions can be submitted are: (1) Implementing Agency Workers 
(LPTK) and related agencies are expected to better equip teachers and prospective 
teachers with the insight, knowledge, values, and skills taught in the classroom, 
especially related to the understanding of learners, mastery of materials, methods, 
media, and evaluation of learning so that they are able to improve the quality of 
student learning, (2) Teachers are expected to have an awareness that the purpose 
of teacher certification is not just a mere profession of an allowance, it can 
establish itself as a professional educator who master the competency personality, 
pedagogical, professional, and social competence as required by the teacher 
competency standards, (3) Principal and Supervisor of Education, District 
Education Office Branch is expected to encourage the application of pedagogical 
competence, professional competence, personal competence and social 
competence in the learning process by teachers led or who supervises; (4) 
Teachers SD / MI in District Sukamara required to master the five components of 
the learning process that mastery learning, mastery learning methods, mastery 
learning tools, implementation and learning outcomes assessment, and mastery 
learning environment participants learners. 
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9 
 

BAB  II 
 

TINJAUAN  PUSTAKA 
 
 
A.  Kajian Teori 
 

Memperhatikan  fenomena  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  dan  

mengkaji  berbagai konsep teori yang dikembangkan terkait permasalahan  

kebijakan  public, ada  beberapa teori  yang  relevan  dan menjadi  teori utama 

dalam  pembahasan  yakni  : 

1. Kebijakan  Publik (Public Policy) 

a. Pengertian Kebijakan  

Kebijakan  merupakan  salah  satu  tindakan yang sangat penting 

dalam proses pencapaian tujuan.  James A. Anderson  menyatakan  

kebijakan    adalah   : “Suatu tindakan  tertentu yang bertujuan,  yang diikuti 

oleh seorang  actor  atau sejumlah  actor sehubungan dengan masalah 

tertentu”.  Kebijakan  menurut  Harold Laswell  dan Abraham Kaplan  

diartikan  sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai  dan 

praktek-praktek  yang terarah” (dalam Islamy, 1998 : 15).      Sedangkan  

menurut  Carl  Fredrich (dalam  Abdul Wahab, 1990 :3)  kebijakan  adalah  : 

Suatu  tindakan   yang mengarah pada  tujuan yang diusulkan oleh 
seseorang,  kelompk atau  pemerintah  dalam lingkungan  tertentu 
sehubungan  dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil 
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 
sasaran yang diinginkan 

 

Berdasarkan  konsep  tersebut menjelaskan  bahwa  kebijakan    

diarahkan  pada suatu tindakan untuk mencapai tujuan, penanaman nilai-

nilai maupun tindakan-tindakan tertentu.  Setiap kebijakan   dimaksudkan 
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untuk mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan, baik  tindakan  yang 

direncanakan  maupun tindakan  untuk mencegah  timbulnya  dampak  

terhadap  masalah tertentu. 

 
b. Kebijakan  Publik 

 
Kebijakan  Publik   menurut  Thomas R. Dye (dalam  Abdul Wahab,    

1990 : 27)  adalah :  “Semua pilihan atau tindakan apapun yang dilakukan 

oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu  ataupun  pilihan untuk 

tidak melakukan sesuatu”.   Menurut  Edwards dan Sharkansky (dalam 

Abdul Wahab,  1990 : 27)  menyatakan  :  Kebijakan  public  adalah apa 

yang dikatakan dan apa yang dilakukan ………..ia  adalah  tujuan-tujuan 

atau sasaran-sasaran dari program-program ….. pelaksanaan niat dan 

peraturan-peraturannya.   

Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat dikatakan bahwa kebijakan  

publik  tidak hanya  berkenaan  dengan  apa  yang dilakukan oleh  

pemerintah, melainkan termasuk juga apa  saja yang tidak dilakukan  oleh  

Pemerintah.  Hal yang tidak dilakukan oleh  Pemerintah  ini  justru  biasanya  

cendrung  memiliki dampak yang cukup besar  bagi masyarakat. 

Pemerintah dapat melakukan banyak hal  melalui proses  kebijakan  

publik.  Pemerintah  dapat mengatur konflik  yang terjadi dalam masyarakat 

dan menata  birokrasi  untuk mengatasi konflik tersebut  dan dapat pula 

mengatur prilaku, mengorganisasikan  birokrasi  sampai  penarikan pajak-

pajak kepada  masyarakat 
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William N. Dunn (dalam  Abdul Wahab, 1997 : 29)  menyatakan 

bahwa  kebijakan  publik  adalah : “Pedoman yang berisikan nilai-nilai  dan 

norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung  tindakan-

tindakan  pemerintah  dalam wilayah  yurisdiksinya”.  Untuk itu  kebijakan  

publik tidak hanya  dipandang  sebagai sesuatu yang dilakukan oleh  badan 

eksekutif  semata  akan tetapi semua  kebijakan    yang dijadikan  landasan 

berpijak tindakan-tindakan konstitusional.  Kebijakan  publik  itu  

diwujudkan  dalam berbagai bentuk  peraturan atau  tindakan  guna 

menjamin  kepentingan umum. 

 

c. Implementasi  Kebijakan 
 

Suatu  kebijakan  atau program harus  diimplementasikan agar  

mempunyai  dampak  atau tujuan yang diinginkan. Menurut  Sadhana    

(2011 : 169)  dalam arti luas  implementasi  kebijakan dipandang  sebagai 

alat administrasi  publik  dimana  aktor, organisasi, prosedur, teknik  serta  

sumber daya diorganisasikan secara  bersama-sama untuk menjalankan  

kebijakan guna meraih  dampak  atau  tujuan  yang diingikan. 

Secara  etimologis implementasi  merupakan suatu aktivitas  yang 

bertalian dengan penyelesaian  suatu pekerjaan  dengan menggunakan  

sarana (alat)  untuk memperoleh hasil. Terminologi  implementasi  

kebijakan  publik  dapat diartikan  sebagai  aktivitas  penyelesaian  atau 

pelaksanaan  suatu kebijakan publik  yang telah ditetapkan/disetujui  dengan 

menggunakan  sarana  (alat) untuk  mencapai tujuan  kebijakan. 
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Implementasi  kebijakan publik merupakan proses  kegiatan ’mengeksekusi’ 

konsep ke dalam  aturan  teknis  operasional  dan program-program kegiatan 

yang dilakukan  setelah kebijakan  ditetapkan/disetujui (Sadhana 2011 : 

169). 

Anderson  (dalam Abdul Wahab, 1997 : 65)  mengemukakan  

bahwa :  ”Policy implementation is the application by government’s 

administrative  machinery to the problems”.  Edward III  menjelaskan  

bahwa  :  ”Policy  implementation is the stage of policy making between 

establishment of a policy..... And the consequences of the policy for the 

people whom it affects” (dalam Abdul Wahab, 1997 : 65). 

Van  Mater dan Van Horn (dalam Sadhana 2011 : 175)  

mendefinisikan  implementasi  kebijakan sebagai : 

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang 
diarahkan untuk  mencapai  tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 
keputusan-keputusan  sebelumnya.  Tindakan-tindakan ini mencakup  
usaha-usaha  untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-
tindakan  operasional  dalam kurun waktu tertentu maupun  dalam 
rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-
perubahan  besar  dan  kecil yang ditetapkan oleh keputusan-
keputusan  kebijakan. 
 
 

Konsep implementasi  (implementation)  dipergunakan untuk 

menggambarkan tahapan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah  setelah 

kebijaksanaan  pemerintah itu  dibuat atau diformulasikan.  Dalam arti luas, 

implementasi  kebijakan  dipandang  sebagai alat  administrasi  publik  

dimana  aktor,  organisasi,  prosedur, teknik  serta  sumberdaya  

diorganisasikan secara  bersama-sama  untuk menjalankan  kebijakan guna  
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meraih dampak atau  tujuan yang diinginkan. Walaupun  dalam  prakteknya  

dampak tersebut  tidak selamanya sesuai harapan  bahkan muncul dampak 

yang sama  sekali  tidak  diharapkan (intended risk and unintended risk) 

(Sadhana  2012 : 169). 

Mazmanian dan Sabatier  (dalam Wahab, 1997:35)  menjelaskan 

konsep implementasi  kebijakan  sebagai berikut : 

Di  dalam mempelajari  masalah implementasi  kebijaksanaan berarti 
berusaha  untuk  memahami  ”apa”  yang senyatanya terjadi sesudah 
suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-
peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses 
pengesahan kebijaksanaan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha 
untuk mengadministrasikannya maupun juga usaha-usaha untuk 
memberikan  dampak tertentu pada  masyarakat  atau pun peristiwa-
peristiwa. 

 

Sebagai  suatu tahapan yang penting, implementasi kebijaksanaan 

merupakan suatu proses yang rumit  dan komplek, bahkan bersifat  politis.  

Implementasi  menyangkut  banyak aspek yang harus diperhitungkan  

seperti  tenaga, dana dan  manajemen yang baik  dan banyak pihak yang 

harus dilibatkan  terutama  masyarakat luas.  Unsur-unsur implementasi 

kebijakan yang mutlak  harus  ada yaitu  : 

1. Unsur pelaksana; 

2. Adanya  program  yang dilaksanakan; 

3. Target  Group  atau  kelompok sasaran 

Unsur pelaksana adalah  implementator kebijakan yang  oleh Dimock & 

Dimock (dalam Sudhana 2012 : 171) sebagai pihak-pihak   yang 

menjalankan  kebijakan  yang terdiri  dari penentuan tujuan dan sasaran  
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organisasional, analisis  serta  perumusan  kebijakan  dan strategi organisasi, 

penggerakan manusia, pelaksanaan  operasional, pengawasan  serta 

penilaian.  Pihak  yang  terlibat penuh  dalam implementasi  kebijakan  

publik  adalah  birokrasi.  Sehingga  unit-unit  birokrasi  menempati posisi  

dominan dalam implementasi  kebijakan  yang berbeda-beda  dengan 

tahapan  formulasi  dan penetapan kebijakan  publik.  Peran  birokrasi yang 

dominan  ini  sejalan  dengan  hakikat  birokrasi  sebagai  institusi  

pelayanan  publik, dimana  pelayanan publik  merupakan segala sesuatu 

yang bisa  dilakukan oleh negara untuk mempertahankan  atau 

meningkatkan kualitas  kehidupan  orang banyak. 

Terkait dengan kelompok  sasaran, ada  beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan yang  menjadi  karakteristik  kelompok  sasaran  seperti :  

besaran  kelompok, tingkat pendidikan, jenis  kelamin, pengalaman, usia  

serta kondisi   sosial ekonomi yang mempengaruhi efektivitas implementasi.  

Sedangkan dari segi kompetensi keilmuan dan pengalaman,  tuntutan   itu 

tidak diperhatikan  dan berkaitan dengan  disposisi (sikap dan prilaku), 

kualitas moral  administari  publik. 

Untuk itu  implementasi  kebijaksanaan  pemerintah  memiliki  

fungsi dan peranan  yang sangat penting  dari keseluruhan proses  

kebijaksanaan.  Bahkan Udoji (dalam Abdul Wahab 1997:59) menegaskan : 

”The execution of policies is as importan if not more important than policy 

making. Policies will  remain dreams or blue prints file jacket unless they 

are implemented (pelaksanaan  kebijakan  adalah sesuatu yang penting, 
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bahkan jauh lebih penting  dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-

kebijakan akan sekedar berupa impian atau  rencana  bagus  yang  

tersimpan  rapi dalam  arsip  kalau  tidak diimplementasikan)”.  Tahap 

implementasi  sangat  berpengaruh  terhadap hasil akhir  suatu implementasi  

kebijaksanaan,  demikian pula halnya  dengan  implementasi  kebijakan  

sertifikasi  guru dalam jabatan  bagi  guru SD/MI di Kecamatan  Sukamara.  

 
d. Evaluasi  Kebijakan 

 
Istilah  evaluasi  menurut  Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia (LAN RI)   dapat diberi makna dengan  penaksirian (appraisal),  

pemberian angka (ranking)  dan penilaian (assesment).   Suatu evaluasi mempunyai 

karekteristik tertentu yang membedakannya dengan  analisis (LAN RI 2001 :6-7). 

Menurut  Thomas R. Dye  (dalam Sadhana 2011 :  265)     menyatakan 

evaluasi  kebijakan  berusaha  mempelajari  akibat atau dampak dari penerapan 

sebuah kebijakan.     Dye  menambahkan :   ”policy evaluation is the assesment of 

the overall effectiveness of the relative  effectivess of a national program in 

meeting its objective, of the relative effectiveness of two or more programs in 

meeting common objectives”.  Evaluasi  kebijakan  secara  umum dapat dikatakan 

sebagai kegiatan yang menyangkut  estimasi  atau penilaian  kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi  dan  dampak (Winarno, 2012 : 229).   

Dalam hal ini  evaluasi  kebijakan  dipandang sebagai suatu kegiatan 

fungsional, artinya  evaluasi kebijakan tidak hanya  dilakukan pada tahap akhir 

saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses  kebijakan. Sehingga evaluasi  

kebijakan  bisa  meliputi tahap perumusan  masalah-masalah kebijakan (formulasi), 
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program-program  yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah  kebijakan, 

implementasi, maupun  tahap  dampak kebijakan. 

Menurut James A. Anderson (dalam Sadhana 2011 :  263)    tipe  evaluasi  

kebijakan   dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) tipe   yakni :  Pertama, evaluasi  

kebijakan dipahami sebagai kegiatan  fungsional, dimana  evaluasi kebijakan 

dipandang sama  penting  dengan  kebijakan  itu sendiri;  Kedua, tipe evaluasi  

yang memfokuskan  diri pada bekerjanya  kebijakan atau  program-program  

tertentu;  Ketiga,   tipe  evaluasi  kebijakan sistematis yang melihat secara  obyektif  

program-program kebijakan yang dijalankan untuk  mengukur  dampaknya  bagi 

masyarakat  dan melihat  sejauh mana  tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut 

tercapai.    Lebih lanjut  evaluasi  sistematis  diarahkan  untuk melihat  dampak 

yang ada    dari suatu  kebijakan dengan berpijak  kepada sejauhmana  kebijakan 

tersebut menjawab kebutuhan  atau masalah  masyarakat. Dengan  demikian 

evaluasi  kebijakan sistematis  akan berusaha  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  

seperti  :  apakah  kebijakan yang dijalankan akan mencapai tujuan  sebagaimana 

yang telah ditetapkan  sebelumnya ?   Berapakah biaya yang dikeluarkan  serta 

keuntungan apa yang telah didapat ?  Siapa yang menerima  keuntungan dari 

program  yang dijalankan. Dengan mendasarkan pada  tipe  pertanyaan  tersebut  

evaluasi  sistematis  akan memberikan  suatu pemikiran tentang dampak  dari 

kebijakan  dan merekomendasikan perubahan-perubahan  kebijakan  dengan 

mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada  para pembentuk kebijakan dan 

masyarakat umum.  Penemuan-penemuan  kebijakan  dapat  digunakan untuk 

mengubah  kebijakan-kebijakan dan program-program lain dimasa depan. 

 
 
 
 

14/41283.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



17 
 

e. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Implementasi  Kebijakan 
 

Implementasi  kebijakan, keberhasilanya  sangat  ditentukan oleh 

banyak variable dan factor, dan masing-masing variable tersebut saling 

berhubungan satu sama lain. Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 

(Sudhana, 2011 : 215) menyatakan ada 5 (lima) variable yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :   

a. Standar dan Sasaran Kebijakan, 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat 

direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan 

terjadi multi interprestasi dan mudah menimbulkan konflik di antara 

para agen implementasi. 

b. Sumber daya 

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya 

manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia (non 

human resources). 

c. Komunikasi antar organisasi 

Hubungan antar organisasi dalam banyak program implementasi sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, 

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan 

suatu program. 

d. Karakteristik agen pelaksana 

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelekasana adalah mencakup 

struktur, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 
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birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu 

program. 

e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 

Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana 

kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung 

atau menolak; bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan; dan 

apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 

Model  Van Meter dan Van Horn ini  merupakan   suatu  model “A Model 

of the Policy Implementation Process” (Model  Proses  Implementasi 

Kebijakan)  sebagaimana  dipaparkan pada  diagram di bawah ini : 

A Model of the Policy Implementation Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Van Meter dan Van Horn (dalam Sudhana, 2011 : 216). 

Ukuran dan 
Tujuan 

Kebijakan 
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Implementasi  kebijakan  pemerintah  dipengaruhi oleh kondisi  

sosial  masyarakat, kondisi  perekonomian, jaringan  kekuatan politik  dan 

perangkat administrasi  pelaksanaan kebijakan pemerintah  itu  sendiri.  

Untuk mengelola  dan membagi sumber-sumber sangat  tergantung  pada  

pemimpin dan kualitas  sumberdaya  manusia  birokrasi  yang 

menterjemahkan kebijakan ke dalam program-program.  Karena  itu  

implementasi kebijakan  tidak hanya  berkaitan dengan  mekanisme 

penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin 

lewat saluran  birokrasi  melainkan  lebih dari pada  itu, ia  menyangkut 

masalah  konflik, keputusan, dan siapa  yang memperoleh  apa dari suatu  

kebijakan (Sudhana, 2011 : 178-179). 

Suatu  kebijakan public  tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa  ada 

tindakan riil  yang dilakukan dengan  program, kegiatan atau proyek.  

Program  merupakan  rencana yang bersifat  menyeluruh, integral, 

komprehensif  yang menggambarkan sumberdaya yang akan digunakan 

yang bersifat terpadu  dalam satu kesatuan. Menggambarkan sasaran, 

kebijakan, prosedur, metode, standard dan budjet. Siagian (Sudhana, 2011 : 

178-179) menyampaikan  beberapa ciri program, yakni  : 

1. Sasaran yang dikehendaki; 

2. Jangka  waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu; 

3. Besarnya  biaya  yang diperlukan beserta  sumbernya; 

4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan; 
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5. Tenaga  kerja yang dibutuhkan  baik ditinjau dari segi jumlahnya  

maupun  dilihat dari sudut  kualifikasi  serta  keahlian  dan keterampilan 

yang diperlukan. 

Isi  program  menurut  Grindle (Sudhana, 2011 : 180) harus 

menggambarkan kepentingan yang dipengaruhi (interest effected), jenis 

manfaat (type of benefit),  derajat perubahan yang diinginkan (extent of 

change envisioned),  status pembuat keputusan (site of decision making), 

pelaksanaan  program (program implementers)  serta  sumberdaya  yang 

tersedia (resources  commited). 

Untuk itu  implementasi  kebijakan  tidak hanya menyangkut 

faktor-faktor prilaku  badan-badan atau  atau lembaga-lembaga yang 

bertanggungjawab untuk melaksanakan  program  dan menciptakan ketaatan 

bagi kelompok sasaran melainkan juga  menyangkut faktor  jaringan  

kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh terhadap berbagai pihak 

yang terlibat yang pada akhirnya  akan menimbulkan dampak  baik yang 

diharapkan  maupun  yang tidak diharapkan (intended risk and unintended 

risk). 

 
2. Kebijakan  Sertifikasi  Guru   

a. Konsepsi  Sertifikasi  Guru 

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada 

guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi 

standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk 

menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.  Sertifikat 

14/41283.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



21 
 

pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi 

penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas 

guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.  Tujuan dan 

manfaat sertifikasi guru adalah  untuk  : 

a.     Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 

b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan 

c.      Meningkatkan martabat guru 

d. Meningkatkan profesionalitas guru  

Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut : 

a.  Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang 

dapat merusak citra profesi guru; 

b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak 

berkualitas dan tidak profesional. 

c. Meningkatkan kesejahteraan guru. 

Ada beberapa alasan mengapa sertifikasi perlu dilakukan pada 

profesi guru. Pertama, Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru; Kedua, 

Meningkatkan kesejahteraan dan jaminan financial secara layak sebagai 

profesi. Adapun muara akhir yang menjadi targetnya adalah terciptanya 

kualitas pendidikan.  Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang 

pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-
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undangan dibidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan 

dan pemerintah daerah. 

Sertifikasi guru dilakukan  mengingat  guru merupakan sebuah 

profesi, sehingga proses pembuktian profesionalitas perlu dilakukan. Dasar 

pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 

2005.  Pasal   8  menyatakan  bahwa  : “guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.   

Pasal 11  ayat (1) selanjutnya  menyatakan bahwa :  sertifikat pendidik 

sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi 

persyaratan.  

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu 

tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Sertifikasi adalah sarana untuk menuju 

kualitas.  Tujuan utama  guru mengikuti sertifikasi seyogyanya  bukan  

semata-mata  untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat 

menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi 

sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi 

adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan. Berdasarkan 

hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu 

meningkatnya kualitas guru. 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan secara eksplisit mengisyaratkan adanya standarisasi isi, proses, 
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kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiyaan, dan penilaian pendidikan dalam 

mencapai tujuan pendidikan nasional.  Guru adalah subsistem pendidikan 

nasional. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan kompetensi guru sebagai 

agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan 

kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola 

proses pembelajaran dapat meningkat. Kualitas pembelajaran yang 

meningkat diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan 

prestasi hasil belajar siswa. 

Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan 

ditetapkan oleh Pemerintah. Persyaratan perguruan tinggi yang dapat 

melaksanakan sertifikasi guru Persyaratan adalah : 

a. Memiliki program studi pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku 

b. Ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional 

Sedangkan komponen utama yang diseleksi menyangkut jumlah 

program studi kependidikan, peringkat akreditasi Badan Akreditasi 

Nasional BAN) Perguruan Tinggi tiap program studi kependidikan, 

Sumber Daya Manusia (SDM) setiap program studi, sarana dan 

prasarana, laporan Evaluasi Program Studi  berdasarkan Evaluasi Diri 

(EPSBED) setiap program studi kependidikan, ketaatan asas.   
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b. Macam dan Jenis  Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 
 

Ada dua jenis sertifikasi yang bisa dikeluarkan berdasarkan 

periodenya, yaitu sertifikasi yang berlaku seumur hidup atau sertifikasi 

dalam masa waktu tertentu, misalnya 10 tahunan. Seorang guru yang mulai 

bekerja pada usia 23 tahun dan akan pensiun pada usia 60 tahun, maka dia 

akan mengalami setidaknya 3 kali masa pembaruan sertifikasi. Selang waktu 

pembaruan bisa saja  5 tahun tetapi mengingat penghematan biaya, maka 10 

tahun lebih ideal. 

Berdasarkan cakupan wilayah, ada dua jenis sertifikasi yaitu :             

(a) sertifikasi yang berlaku secara nasional dan (b) sertifikasi yang berlaku 

regional. Ide ini sangat erat kaitannya dengan era otonomi daerah, yang 

memberikan wewenang lebih kepada daerah untuk mengatur managemen 

pendidikan daerah termasuk mengatur ketenagakerjaan di bidang 

pendidikan. Sertifikasi yang bersifat nasional dikeluarkan oleh Menteri 

Pendidikan dan dapat dipergunakan untuk mengajar di seluruh wilayah 

Indonesia. Adapun sertifikasi yang bersifat wilayah hanya dapat digunakan 

untuk mengajar di wilayah bersangkutan, terkait dengan wilayah di mana 

sertifikat itu dipublikasikan. Sertifikasi wilayah juga merupakan alternatif 

untuk menekan pembiyaan negara terhadap proses sertifikasi dan 

melimpahkan kepada daerah.  Sertifikat juga harus dibedakan antara 

sertifikat untuk guru TK, guru SD, SMP, SMA, SMK, MA, MTs, MI, dan 

SLB. Sehingga pemegang sertifikat guru SD hanya boleh mengajar di SD, 

dan pemegang sertifikat guru SMA hanya boleh mengajar di SMA atau 
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sekolah yang sederajat, pemilik sertifikat ganda tidak diakui. Bagi guru-guru 

bersertifikat regional yang diperlukan untuk membantu pendidikan di daerah 

pedalaman dan daerah yang tertinggal,  diperlukan surat rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Guru-guru harus mengikuti training 

untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi tempat mengajarnya, yang 

diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Oleh karenanya setiap provinsi 

atau kabupaten harus memiliki Pusat Pelatihan Guru, yang 

penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi. 

Pelaksanaan sertifikasi yang saat ini diberlakukan dengan fokus kepada guru 

SD/SMP dan guru senior yang mendekati usia pensiun, akan membutuhkan 

waktu dan menghabiskan biaya yang cukup besar sekaligus mementahkan 

ijazah pengakuan guru yang diperoleh oleh lulusan sekolah guru atau 

fakultas pendidikan.  Beberapa kategori sertifikasi, yaitu  : 

1.  Guru-guru yang merupakan lulusan IKIP atau institusi pendidikan 

lainnya yang sederajat dan telah mengikuti program keguruan, berhak 

atas sertifikat guru, tanpa harus menjalani uji portfolio. Usulan ini 

sebagai penghargaan terhadap ijazah kependidikannya yang sudah 

sejalan dengan profesi guru. Sertifikat otomatis ini juga diberikan 

kepada lulusan baru yang menjadi guru muda, dengan syarat selama 

menjadi mahasiswa, dia telah mengikuti praktek kerja di sebuah sekolah 

selama 2 hingga 3 bulan dan memenuhi jumlah kredit menjadi guru. 

2.  Guru-guru yang merupakan lulusan PT Non kependidikan, maka 

sertifikat dapat diperoleh setelah yang bersangkutan mengikuti training 
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tentang kepengajaran dan kependidikan yang belum didapatkannya 

selama menjadi mahasiswa. Dan apabila yang bersangkutan telah 

mengikuti training serupa sebelumnya yang dibuktikan melalui uji 

portfolio, maka dia dapat diberi sertifikat guru. Apabila guru-guru ini 

telah memiliki AKTA 4 maka secara otomatis pula dia berhak atas 

sertifikat guru.  

3.  Guru-guru yang belum memegang gelar sarjana harus ditangani secara 

serius oleh pemerintah. Guru-guru ini harus mengikuti program 

ekstension di LPTK yang ditunjuk, mengikuti sejumlah kuliah dengan 

kurikulum dan standar kredit yang sudah ditetapkan, sehingga 

memperoleh gelar sarjana. Selanjutnya sertifikat dapat diberikan. 

4.  Guru-guru senior yang dalam jangka waktu 10 tahun belum pernah 

mengikuti training penyegaran sebagai guru, diharuskan mengikuti 

training singkat sebelum memperoleh sertifikat guru. Kategori guru 

senior adalah 40 tahun ke atas. 

Sertifikasi   guru  dalam  jabatan  dilakukan  dengan  mekanisme  tertentu  

dan  dibagi  atas  (a) sertifikasi  guru dalam  jabatan melalui  portopolio  dan               

(b)  sertifkasi  guru  dalam jabatan melalui  jalur  pendidikan. 

Berikut  digambarkan  alur  sertifikasi  guru  dalam jabatan 

sebagaimana  berikut  ini : 
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Berikut  digambarkan  alur  sertifikasi  guru dalam  jabatan melalui  

portopolio  sebagaimana  tabel  di bawah ini  : 
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Berikut  digambarkan  alur  sertifikasi  guru dalam  jabatan melalui  

pendidikan  sebagaimana  tabel  di bawah ini  : 

 

 

3. Profesionalisme Guru 
 

Istilah profesional itu berlaku untuk semua personil  mulai dari tingkat 

atas sampai tingkat  bawah. Profesional dapat diartikan sebagai suatu kemampuan 

dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan  menurut bidang dan 

tingkatan masing-masing.  Menurut  Korten & Alfonso (dalam Tjokrowinoto 

1996:191) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah 

kecocokan (fitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh  birokrasi 

(bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas (task-requirement). 

Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan  dengan kebutuhan tugas merupakan 
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syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan 

aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.  

Pendapat tersebut diperkuat juga oleh Atmosoeprapto (2000:51) yang 

menyebutkan bahwa profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan 

(competensi), yaitu memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilam (skill), bisa 

melakukan (ability) ditunjang dengan  pengalaman (experience) yang tidak 

mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.  Sedangkan arti kata 

profesionalisme menurut Siagian, (2000:163) adalah keandalan dalam 

pelaksanakan  tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang 

tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh 

“klientele” (pelanggan atau masyarakat).  

Profesionalisme sebagai refleksi dari cerminan kemampuan, keahlian 

akan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh adanya kesesuaian antara 

tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja 

pegawai yang menjadi tanggung jawabnya. 

Untuk itu menurut Mertin Jr (dalam Islamy, 1998:25-26), 

karakteristik/ciri-ciri sosok profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good 

governance,  diantaranya, meliputi : 

1.  Equality : Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini 

didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa 

memandang afilisasi politik, status sosial dan sebagainya. Bagi mereka 

memberikan perlakuan yang sama identik dengan berlaku jujur. 
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2.  Equity :  Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup. Selain itu 

juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik kadang-kadang 

diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama. (misalnya 

menghapus diskriminasi pekerjaan, sekolah, perumahan dan sebagainya)  

dan kadang-kadang pula diperlukan perlakuan yang adil tetapi tidak sama 

kepada orang tertentu (pemberian kredit tanpa bunga kepada pengusaha 

lemah dsb). 

3.  Loyalty  : Kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, 

bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama 

lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis 

kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. 

4.  Accountability : Setiap aparat pemerintah harus siap menerima 

tanggungjawab atas apapun yang ia kerjakan dan harus menghindarkan diri 

dari sindroma “saya sekedar melaksanakan perintah atasan”.  

Peningkatan kreativitas kerja hanya mungkin terjadi apabila; pertama, 

terdapat iklim yang mendorong aparatur untuk mencari ide baru dan konsep baru 

serta menerapkannya secara inovatif; kedua, terdapat kesediaan pimpinan untuk 

memberdayakan bawahannya, antara lain melalui partisipasi bawahan untuk 

mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaannya, mutu hasil pelaksanaan 

tugasnya, kariernya dan cara-cara yang dianggapnya paling efektif dalam 

menyelesaikan permasalahan di tempat pekerjaan (Siagian, 2000:164).   

Dengan ditetapkannya guru sebagai jabatan professional maka guru 

dituntut memiliki kompetensi tertentu, yang terukur dan teruji melalui prosedur 
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tertentu. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa sebagai pendidikan 

profesional guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Sementara itu profesional dimaknai sebagai pekerjaan atau kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu 

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

Guru sebagai suatu jabatan profesional yang ikut membentuk pribadi 

manusia dalam proses pertumbuhannya yang sangat penting itu, merupakan 

bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan 9 (sembilan) prinsip 

sebagai berikut : 

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. 

2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia. 

3. Memiliki kualifikasi akademis dan latar belakang sesuai dengan bidang 

tugasnya 

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. 

5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan 

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 

7. Memiliki kesempatan untuk megembangkan keprofesionalan tugas secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 
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8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

Prinsip-prinsip profesionalitas tersebut menunjukkan bahwa guru sebagai jabatan 

profesional hanya bisa dimasuki atau dilaksanakan dengan baik oleh orang yang 

memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Dari sisi yang lain bagi siapapun 

termasuk para guru itu sendiri, apabila ingin menjadi guru yang profesional 

dituntut untuk meningkatkan kualifikasi (misalnya jenjang pendidikan formalnya) 

dan kompetensinya agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun 

indikator dari profesionalitas guru adalah : 

1. Guru menguasai bahan ajar. 

2. Guru mempunyai kreativitas dalam pembelajaran 

3. Guru mampu menggunakan media dan sumber belajar. 

4. Guru melaksanakan evaluasi pembelajaran 

5. Guru mampu melakukan penelitian kelas. 

6. Guru mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif. 

Profesionalitas  guru  yang  bersertifikasi harus  ditunjang oleh 

kemampuan  melaksanakan  standarisasi  kompetensi  baik kompetensi  untuk 

guru SD,MI, SMP, MTiS, SMA,MA, SMK dan  Paud  yang  memiliki  standar  

berbeda-beda.  Terkait  dengan  penelitian  ini akan  dipaparkan  standar  

kompetensi untuk guru  SD,MI  sebagaimana  tabel  berikut ini : 
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No 
KOMPETENSI INTI 

GURU 

 
KOMPETENSI GURU KELAS 

 
I. Kompetensi Pedagogik 
 Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 
fisik, moral, sosial, kultural, 
emosional, dan intelektual. 

1.1. Memahami karakteristik peserta 
didik usia sekolah dasar yang 
berkaitan dengan aspek fisik, 
intelektual, sosial-emosional, moral, 
spiritual, dan latar belakang sosial-
budaya.

  1.2. Mengidentifikasi potensi peserta 
didik usia sekolah dasar dalam lima 
mata pelajaran SD/MI. 

  1.3. Mengidentifikasi kemampuan awal 
peserta didik usia sekolah dasar 
dalam lima mata pelajaran SD/MI.

  1.4. Mengidentifikasi kesulitan peserta 
belajar usia sekolah dasar dalam 
lima mata pelajaran SD/MI. 

2. Menguasai teori belajar dan 
prinsip-prinsip pembelajaran 
yang mendidik. 

2.1 Memahami berbagai teori belajar 
dan prinsip-prinsip pembelajaran 
yang mendidik terkait dengan lima 
mata pelajaran SD/MI. 

  2.2. Menerapkan berbagai pendekatan, 
strategi, metode, dan teknik 
pembelajaran yang mendidik secara 
kreatif dalam lima mata pelajaran 
SD/MI.

  2.3. Menerapkan pendekatan 
pembelajaran tematis, khususnya di 
kelas-kelas awal SD/MI. 

3. Mengembangkan kurikulum 
yang terkait dengan mata 
pelajaran/bidang 
pengembangan yang 
diampu. 

3.1. Memahami prinsip-prinsip 
pengembangan kurikulum.  

  3.2. Menentukan tujuan lima mata 
pelajaran SD/MI.

  3.3. Menentukan pengalaman belajar 
yang sesuai untuk mencapai tujuan 
lima mata pelajaran SD/MI 

  3.4. Memilih materi lima mata pelajaran 
SD/MI yang terkait dengan 
pengalaman belajar dan tujuan 
pembelajaran.

  3.5. Menata materi pembelajaran secara 
benar sesuai dengan pendekatan 
yang dipilih dan karakteristik peserta 
didik usia SD/MI.
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  3.6. Mengembangkan indikator dan 
instrumen penilaian. 

4. Menyelenggarakan 
pembelajaran yang 
mendidik. 

4.1. Memahami prinsip-prinsip 
perancangan pembelajaran yang 
mendidik.

  4.2. Mengembangkan komponen-
komponen rancangan pembelajaran.

  4.3. Menyusun rancangan pembelajaran 
yang lengkap, baik untuk kegiatan di 
dalam kelas, laboratorium, maupun 
lapangan.

  4.4. Melaksanakan pembelajaran yang 
mendidik di kelas, di laboratorium, 
dan di lapangan.

  4.5. Menggunakan media pembelajaran 
sesuai dengan karakteristik peserta 
didik dan lima mata pelajaran SD/MI 
untuk mencapai tujuan 
pembelajaran secara utuh. 

  4.6. Mengambil keputusan transaksional 
dalam lima mata pelajaran SD/MI 
sesuai dengan situasi yang 
berkembang.

5. Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
untuk kepentingan 
pembelajaran. 

5.1. Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam 
pembelajaran. 

6. Memfasilitasi 
pengembangan potensi 
peserta didik untuk 
mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang 
dimiliki. 

6.1. Menyediakan berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk mendorong 
peserta didik mencapai prestasi 
belajar secara optimal. 

  6.2. Menyediakan berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk 
mengaktualisasikan potensi peserta 
didik, termasuk kreativitasnya. 

7. Berkomunikasi secara 
efektif, empatik, dan santun 
dengan peserta didik. 

7.1. Memahami berbagai strategi 
berkomunikasi yang efektif, empatik 
dan santun, baik secara lisan 
maupun tulisan.

  7.2. Berkomunikasi secara efektif, 
empatik, dan santun dengan peserta 
didik dengan bahasa yang khas 
dalam interaksi pembelajaran yang 
terbangun secara siklikal dari (a) 
penyiapan kondisi psikologis peserta 
didik, (b) memberikan pertanyaan 
atau tugas sebagai undangan 
kepada peserta didik untuk 
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merespons, (c) respons peserta 
didik, (d) reaksi guru terhadap 
respons peserta didik, dan 
seterusnya.

8. Menyelenggarakan penilaian 
dan evaluasi proses dan 
hasil belajar. 

8.1. Memahami prinsip-prinsip penilaian 
dan evaluasi proses dan hasil 
belajar sesuai dengan karakteristik 
lima mata pelajaran SD/MI. 

  8.2. Menentukan aspek-aspek proses 
dan hasil belajar yang penting untuk 
dinilai dan dievaluasi sesuai dengan 
karakteristik lima mata pelajaran 
SD/MI.

  8.3. Menentukan prosedur penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar.

  8.4. Mengembangkan instrumen 
penilaian dan evaluasi proses dan 
hasil belajar.

  8.5. Mengadministrasikan penilaian 
proses dan hasil belajar secara 
berkesinambungan dengan 
mengunakan berbagai instrumen.

  8.6. Menganalisis hasil penilaian proses 
dan hasil belajar untuk berbagai 
tujuan.

  8.7. Melakukan evaluasi proses dan hasil 
belajar.

9. Memanfaatkan hasil 
penilaian dan evaluasi untuk 
kepentingan pembelajaran.

9.1. Menggunakan informasi hasil 
penilaian dan evaluasi untuk 
menentukan ketuntasan belajar.

  9.2. Menggunakan informasi hasil 
penilaian dan evaluasi untuk 
merancang program remedial dan 
pengayaan.

  9.3. Mengkomunikasikan hasil penilaian 
dan evaluasi kepada pemangku 
kepentingan.

  9.4. Memanfaatkan informasi hasil 
penilaian dan evaluasi pembelajaran 
untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran.

10. Menampilkan diri sebagai 
pribadi yang jujur, berakhlak 
mulia, dan teladan bagi 
peserta didik dan 
masyarakat. 

10.1. Berperilaku jujur, tegas, dan 
manusiawi.  
 

  10.2. Berperilaku yang mencerminkan 
ketakwaan dan akhlak mulia.  
 

  10.3. Berperilaku yang dapat diteladani 
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oleh peserta didik dan anggota 
masyarakat di sekitarnya. 

11 Menampilkan diri sebagai 
pribadi yang mantap, stabil, 
dewasa, arif, dan 
berwibawa. 

1.1 Menampilkan diri sebagai pribadi 
yang mantap dan stabil 

  11.2. Menampilkan diri sebagai pribadi 
yang dewasa, arif, dan berwibawa.

12. Menunjukkan etos kerja, 
tanggung jawab yang tinggi, 
rasa bangga menjadi guru, 
dan rasa percaya diri.

12.1. Menunjukkan etos kerja dan 
tanggung jawab yang tinggi.  
 

  12.2. Bangga menjadi guru dan percaya 
pada diri sendiri.

  12.3. Bekerja mandiri secara profesional.
13. Menjunjung tinggi kode etik 

profesi guru. 
13.1. Memahami kode etik profesi guru.  

 
  13.2. Menerapkan kode etik profesi guru.  
  13.3. Berperilaku sesuai dengan kode etik 

guru.
II. Kompetensi Sosial
14. Bersikap inklusif, bertindak 

objektif, serta tidak 
diskriminatif karena 
pertimbangan jenis kelamin, 
agama, ras, kondisi fisik, 
latar belakang keluarga, dan 
status sosial ekonomi.

14.1. Bersikap inklusif dan objektif 
terhadap peserta didik, teman 
sejawat dan lingkungan sekitar 
dalam melaksanakan pembelajaran. 
. 

  14.2. Tidak bersikap diskriminatif terhadap 
peserta didik, teman sejawat, orang 
tua peserta didik dan lingkungan 
sekolah karena perbedaan agama, 
suku, jenis kelamin, latar belakang 
keluarga, dan status sosial-ekonomi

15. Berkomunikasi secara 
efektif, empatik, dan santun 
dengan sesama pendidik, 
tenaga kependidikan, orang 
tua, dan masyarakat 

15.1. Berkomunikasi dengan teman 
sejawat dan komunitas ilmiah 
lainnya secara santun, empatik dan 
efektif.  
 

  15.2. Berkomunikasi dengan orang tua 
peserta didik dan masyarakat secara 
santun, empatik, dan efektif tentang 
program pembelajaran dan 
kemajuan peserta didik. 

  15.3. Mengikutsertakan orang tua peserta 
didik dan masyarakat dalam 
program pembelajaran dan dalam 
mengatasi kesulitan belajar peserta 
didik.
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16. Beradaptasi di tempat 
bertugas di seluruh wilayah 
Republik Indonesia yang 
memiliki keragaman sosial 
budaya. 

16.1 Beradaptasi dengan lingkungan 
tempat bekerja dalam rangka 
meningkatkan efektivitas sebagai 
pendidik, termasuk memahami 
bahasa daerah setempat. 

  16.2. Melaksanakan berbagai program 
dalam lingkungan kerja untuk 
mengembangkan dan meningkatkan 
kualitas pendidikan di daerah yang 
bersangkutan.

17. Berkomunikasi dengan 
komunitas profesi sendiri 
dan profesi lain secara lisan 
dan tulisan atau bentuk lain. 

17.1 Berkomunikasi dengan teman 
sejawat, profesi ilmiah, dan 
komunitas ilmiah lainnya melalui 
berbagai media dalam rangka 
meningkatkan kualitas pendidikan.

  17.2. Mengkomunikasikan hasil-hasil 
inovasi pembelajaran kepada 
komunitas profesi sendiri secara 
lisan dan tulisan atau bentuk lain.

III. Kompetensi Profesional
18. Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 
keilmuan yang mendukung 
mata pelajaran yang 
diampu. 

 
18.1. 
 
 

Bahasa Indonesia  
Memahami hakikat bahasa dan 
pemerolehan bahasa.  
 

  18.2. Memahami kedudukan, fungsi, dan 
ragam bahasa Indonesia. 

  18.3. Menguasai dasar-dasar dan kaidah 
bahasa Indonesia sebagai rujukan 
penggunaan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar.

  18.4. Memiliki keterampilan berbahasa 
Indonesia (menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis) 

  18.5. Memahami teori dan genre sastra 
Indonesia.

  18.6. Mampu mengapresiasi karya sastra 
Indonesia, secara reseptif dan 
produktif.

   
18.7. 

Matematika  
Menguasai pengetahuan konseptual 
dan prosedural serta keterkaitan 
keduanya dalam konteks materi 
aritmatika, aljabar, geometri, 
trigonometri, pengukuran, statistika, 
dan logika matematika. 

  18.8. Mampu menggunakan matematisasi 
horizontal dan vertikal untuk 
menyelesaikan masalah matematika 
dan masalah dalam dunia nyata.
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  18.9. Mampu menggunakan pengetahuan 
konseptual, prosedural, dan 
keterkaitan keduanya dalam 
pemecahan masalah matematika, 
serta. penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

  18.10. Mampu menggunakan alat peraga, 
alat ukur, alat hitung, dan piranti 
lunak komputer.

   
18.11.

IPA  
Mampu melakukan observasi gejala 
alam baik secara langsung maupun 
tidak langsung.

  18.12. Memanfaatkan konsep-konsep dan 
hukum-hukum ilmu pengetahuan 
alam dalam berbagai situasi 
kehidupan sehari-hari. 

  18.13. Memahami struktur ilmu 
pengetahuan alam, termasuk 
hubungan fungsional antarkonsep, 
yang berhubungan dengan mata 
pelajaran IPA.

   
18.14.

IPS  
Menguasai materi keilmuan yang 
meliputi dimensi pengetahuan, nilai, 
dan keterampilan IPS. 

  18.15. Mengembangkan materi, struktur, 
dan konsep keilmuan IPS. 

  18.16. Memahami cita-cita, nilai, konsep, 
dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu 
sosial dalam konteks kebhinnekaan 
masyarakat Indonesia dan dinamika 
kehidupan global.

  18.17. Memahami fenomena interaksi 
perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, kehidupan agama, 
dan perkembangan masyarakat 
serta saling ketergantungan global.

   
18.18.

PKn  
Menguasai materi keilmuan yang 
meliputi dimensi pengetahuan, 
sikap, nilai, dan perilaku yang 
mendukung kegiatan pembelajaran 
PKn.

  18.19. Menguasai konsep dan prinsip 
kepribadian nasional dan demokrasi 
konstitusional Indonesia, semangat 
kebangsaan dan cinta tanah air 
serta bela negara.

  18.20. Menguasai konsep dan prinsip 
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perlindungan, pemajuan HAM, serta 
penegakan hukum secara adil dan 
benar.  

  18.21. Menguasai konsep, prinsip, nilai, 
moral, dan norma kewarganegaraan 
Indonesia yang demokratis dalam 
konteks kewargaan negara dan 
dunia.

19. Menguasai standar 
kompetensi dan kompetensi 
dasar mata pelajaran/bidang 
pengembangan yang 
diampu. 

19.1. Memahami standar kompetensi lima 
mata pelajaran SD/MI.  
Memahami kompetensi dasar lima 
mata pelajaran SD/MI. 

  19.2. Memahami tujuan pembelajaran 
lima mata pelajaran SD/MI. 

20. Mengembangkan materi 
pembelajaran yang diampu 
secara kreatif. 

20.1. Memilih materi lima mata pelajaran 
SD/MI yang sesuai dengan tingkat 
perkembangan peserta didik. 

  20.2. Mengolah materi lima mata 
pelajaran SD/MI secara integratif 
dan kreatif sesuai dengan tingkat 
perkembangan peserta didik. 

21. Mengembangkan 
keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan 
melakukan tindakan reflektif. 

21.1. Melakukan refleksi terhadap kinerja 
sendiri secara\ terus menerus.  
Memanfaatkan hasil refleksi dalam 
rangka peningkatan 
keprofesionalan.

  21.2. Melakukan penelitian tindakan kelas 
untuk peningkatan keprofesionalan.

  21.3. Mengikuti kemajuan zaman dengan 
belajar dari berbagai sumber. 

22. Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
untuk berkomunikasi dan 
mengembangkan diri. 

22.1. Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam 
berkomunikasi.  
 

  22.2. Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk 
pengembangan diri 

 

Peningkatan karier seorang guru yang profesional ditentukan atau 

sangat berkaitan dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. Dengan demikian 

maka kenaikan jenjang jabatan dan pangkat merupakan buah dari bertambahnya 

kompetensi dam prestasi kerja yang ditunjukkan dalam suatu kurun atau periode 

tertentu.    
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Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru, maka perlu 

dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan 

pengakuan atas kedudukannya guru dalam melaksanakan tugas, guru harus 

memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki 

kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.  . 

 
 

B. Kerangka  Pikir 

Berdasarkan  uraian  kajian teoritis  diatas  dapat  disusun  kerangka  

pikir sebagaimana  berikut ini : 
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BAB  III 
 
 

METODE  PENELITIAN 
 
 

A. Desain   Penelitian 
 

Penelitian ini terkait  dengan kebijakan  publik, khususnya 

menyangkut tentang implementasi kebijakan sertifikasi  guru dalam jabatan 

sebagaimana ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 

5 Tahun  2012  tentang  Sertifikasi  Guru  Dalam Jabatan.   

Pendekatan  penelitian  mempergunakan  pendekatan  kualitatif,  

menurut Bogman dan Taylor (Moleong, 1995 : 3) mengemukakan bahwa 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati disebut metode  kualitatif. 

Pendekatan  kualitaif  dianggap relevan  untuk  mengungkapkan  fenomena  

terkait implementasi  kebijakan  sertifikasi guru  dalam jabatan  bagi guru SD/MI  

di  kecamatan  Sukamara. 

 

B. Lokasi  Penelitian 

Penelitian  ini dilaksanakan  di  kecamatan  Sukamara, khususnya 

kepada  para  guru  SD/MI  yang telah  bersertifikasi.    Ada  beberapa alasan  

dipilihnya  kecamatan  Sukamara  sebagai  lokasi  penelitian  : 

a. Kecamatan  Sukamara  adalah  kecamatan yang menjadi  kedudukan ibukota  

Kabupaten  Sukamara.  Sehingga  menjadi barometer  keberhasilan 
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pembangunan  atau  keberhasilan  pelaksanaan  program  di Kabupaten  

Sukamara. 

b. Jumlah  guru  dan  jumlah  sekolah yang relatif  banyak  diantara  

kecamatan-kecamatan lain  di Kabupaten  Sukamara, sehingga  cukup 

relevan  untuk dijadikan  obyek  penelitian.  Dari total jumlah guru  di 

Kabupaten  Sukamara  tahun 2011  sebanyak  1.107  orang,  455 orang  

diantaranya berada   di kecamatan  Sukamara.  

c. Guru-guru  di  kecamatan Sukamara  relatif  lebih banyak  mengikuti  uji  

kompetensi sertifikasi dan dominan  berhasil lulus  sertifkasi  dibandingkan  

guru-guru  pada  kecamatan lain. 

 

C. Fokus  Penelitian 

Fokus atau pokok  permasalahan yang bersifat  umum  dan letak (site) 

penelitian. Fokus  merupakan   awal atau lingkup permulaan yang dipilih sebagai 

wilayah  penjelajahan umum ditahap pertama pelaksanaan  penelitian (Faisal.S, 

1990 : 42).  Berdasarkan 3 (tiga)  bagian utama  perumusan  masalah, maka  fokus 

penelitian  dalam penulisan  ini adalah  : 

a. Implementasi  kebijakan  sertifikasi  guru  bagi guru-guru SD/MI  di  

Kecamatan  Sukamara diukur dari  :  Kesesuain maksud  dan tujuan  

kebijakan dengan  keluaran (out put) kebijakan.   

b. Dampak  kebijakan  sertifikasi  guru   bagi  peningkatan  profesionalitas  

guru-guru SD/MI  di  Kecamatan  Sukamara  Kabupaten  Sukamara  diukur 

dari  : 
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(1) Peningkatan Kemampuan Pedagogik Guru :  Menguasai bahan ajar, 

kreativitas dalam pembelajaran, kemampuan menggunakan media dan 

sumber belajar, kemampuan pelaksanakan evaluasi pembelajaran, 

kampu melakukan penelitian kelas. 

(2) Peningkatan kompetensi profesional  guru  :  penguasaan materi 

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan  yang 

menaungi materinya, penguasaan terhadap struktur dan metodologi 

keilmuannya, kemampuan memahami  dan menjabarkan  hubungan 

konsep antarmata pelajaran.    

(3) Peningkatan kompetensi  sosial  menyangkut  sikap inklusif guru, 

komunikasi  dengan teman sejawat,  dengan orang tua murid, 

kemampuan beadaptasi dengan lingkungan masyarakat. 

c. Faktor-faktor  yang menghambat implementasi kebijakan  sertifikasi  guru 

bagi guru-guru SD/MI  di  Kecamatan  Sukamara  Kabupaten      Sukamara  

diukur  dari  :  a)  Faktor  komunikasi yakni sarana untuk menyebarluaskan 

informasi baik dari atas ke bawah;  b) Faktor Resourcess  terkait dengan  

sumber-sumber pendukung yang tersedia seperti  SDM, Anggaran;              

c)  Faktor Dispotition or Attitude  atau terkait sikap  implementator dalam 

mendukung  implementasi  kebijakan dan  d)  Faktor  struktur birokrasi 

yang menyangkut keterlbatan antar  lembaga. 
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D. Sumber  Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

obyek penelitian yang dijadikan sasaran penelitian. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer yaitu :  

 Data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu melalui wawancara 

langsung dengan nara sumber,  baik dari  Dinas Pendidikan  Kabupaten, 

UPTD  Dinas Pendidikan  Kecamatan dan kepala sekolah  SD/MI                 

di wilayah  kecamatan  Sukamara.  

b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data-data lain, 

misalnya :  

 (1)   Sumber Data Place yaitu sumber data yang bisa memberikan data 

yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Dalam 

penelitian ini yang merupakan sumber data berupa place adalah lokasi 

penelitian;   

(2)   Sumber Data Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda 

berupa huruf, angka, atau simbol-simbol lain yang cocok untuk 

penggunaan metode dokumentasi. Adapun yang maksud data paper 

seperti : gambaran obyek penelitian, keadaan guru. 

 
 

E. Prosedur Pengumpulan  Data 

Dalam penelitian ini data-data dikumpul dengan teknik pengumpulan 

data sebagaimana  berikut ini   :  

14/41283.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



46 
 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan komunikasi dengan sumber data, komunikasi tersebut 

dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung atau 

tidak langsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model 

wawancara bebas terarah.  Wawancara bebas adalah proses wawancara 

dimana interview diarahkan pada  pokok-pokok  permasalahan yang akan 

dipecahkan  sebagaimana  pedoman wawancara  akan  tetapi para  

informen diberi ruang secara  bebas  memberikan  jawaban atau 

mengapresiasikan  jawabannya  tanpa  ada tekanan  atau  paksaan  dari 

peneliti.  Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali, jangan sampai 

proses wawancara kehilangan arah. Teknik ini, penulis gunakan untuk 

memperoleh data mengenai pelaksanaan sertifikasi  guru dalam jabatan 

dan dampaknya  bagi  peningkatan profesionalitas  guru. Jumlah  informen  

yang diwawancari  sampai  dengan jawaban informen  pada  tingkat  

‘seragam’ (saturitet)  sebanyak  50 (lima puluh)  orang  yang terdiri  dari  

25 (dua puluh lima) orang guru  SD, 10 (sepuluh) orang  guru MI,              

5 (lima) orang unsur dinas  pendidikan  kabupaten, 5 (lima)  orang unsur  

UPTD  dinas  pendidikan kecamatan dan  5 (lima) orang  kepala  sekolah 

SD/MI.   

2.  Observasi 

Yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan 

secara langsung atau tidak langsung terhadap gejala-gejala yang sedang 
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berlangsung. Teknik ini, penulis gunakan untuk memperoleh gambaran 

secara umum tentang keadaan para  guru  baik dilingkungan sekolah  

maupun di rumah. 

3. Dokumentasi.  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.  Adapun teknik ini penulis 

gunakan untuk mendapatkan data tentang judul penelitian seperti : 

gambaran obyek penelitian dan mengenai perencanaan pembelajaran, 

kemampuan melaksanakan pengajaran, kemampuan mengadakan 

hubungan antar pribadi guru.   

 

F. Metode  Analisa  Data 

Analisa data merupakan upaya untuk menelaah atau sistematika yang 

diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian 

kualitatif deskriptif yang berupaya menggambarkan kondisi, latar penelitian 

secara menyeluruh dan sejarah data tersebut ditarik suatu temuan penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang 

implementasi kebijakan  sertifikasi  guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di 

kecamatan  Sukamaran dan mengkaji dampaknya  bagi peningkatan  

profesionalitas  guru. Adapun gambaran hasil penelitian tersebut kemudian 

ditelaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian. 
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Dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran maka peneliti 

menganalisis secara induktif berbagai  permasalahan dan temuan data lapangan.  

Maksud umum kerangka analisis induktif yaitu memungkinkan temuan-temuan 

penelitian muncul dari "keadaan umum", tema-tema dominan dan signifikan yang 

ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur 

metodologisnya. Kerangka analisis induktif dimaksudkan untuk membantu 

pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan 

tema-tema yang diiktisarkan dari data kasar sehingga  pada  akhirnya diperoleh 

analisis dan kesimpulan penelitian yang tersaji secara pendekatan kualitatif.  

Beberap alasan  digunakan  kerangka berpikir induktif  dalam analisis pendekatan 

kualititatif ini yakni  : Pertama, kerangka  berpikir induktif lebih dapat 

menemukan kenyataan-kenyataan jamak seperti dalam data. Kedua, kerangka 

berpikir induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi 

eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Ketiga, kerangka berpikir induktif lebih 

dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan 

tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, kerangka 

berpikit induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam 

hubungan-hubungan. Kelima, kerangka  berpikir induktif dapat memperhitungkan 

nilai-nilai eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.   

Dengan kerangka  berpikir  ini untuk mencari suatu kebenaran dari 

data yang diperoleh dilapangan dan kasus-kasus yang bersifat umum berdasarkan 

pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, 

prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat khusus. 
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Adapun analisa data penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu pertama analisis 

data selama di lapangan dan analisis data setelah terkumpul. Analisis data selama 

dilapangan dalam penelitian ini tidak dikerjakan setelah pengumpulan data selesai 

melainkan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus 

hingga penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang 

merupakan hasil wawancara bebas dengan key person, dipilah-pilah dan diberi 

kode berdasarkan kesamaan isu, tema dan masalah yang terkandung didalamnya. 

Mengacu pada model analisis data  Milles  dan Hibermen (dalam  

Moleong, 1999 : 120)  analis data dalam penulisan ini dengan tahapan-tahapan  

analisis   sebagaimana  berikut  ini  : 

1. Pengumpulan  Data 

 Pengumpulan  data  adalah pekerjaan  yang sangat sukar  diperlukan  

kecermatan, ketelitian, kehati-hatian   agar  data-data  yang  diperoleh  benar-

benar sesuai  dengan  kenyataan  dan memiliki  validitas  data  yang  tinggi. 

2. Reduksi  Data 

 Reduksi  data   adalah proses  pemilihan, pemusatan  pemerhatian  pada  

penyederhanaan, pengabstrakan  dan transformasi  data  kasar  yang  

diperoleh  dari catatan  lapangan.  Cara  mereduksi  dengan  meringkas, 

mengkode, menelusuri  tema, membuat gugus-gugus  dan menulis  memo. 

3. Penyajian Data 

 Penyajian  data  dirancang  guna menggabungkan  informasi  yang tersusun  

dalam bentuk  yang padu  dan mudah diraih, misalnya dituangkan  dalam 

berbagai  jenis matriks, grafik, jaringan  dan bagan.  Penyajian data 
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dilakukan dengan  menyusun  sekumpulan  informasi  yang memberi  

kemungkinan adanya  penarikan kesimpulan  dan pengambilan tindakan. 

4. Penarikan  Kesimpulan  dan Verifikasi 

 Penarikan kesimpulan  adalah kegiatan  mencari  arti, mencatat  keteraturan-

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi  yang mungkin  

alur sebab  akibat  dan proposisi. 

 Kesimpulan  juga  diverifikasi yaitu pemikiran kembali  yang melintas  

dalam  pikiran  penganalisis selama  penyimpulan, tinjauan  ulang pada 

catatan-catatan  lapangan, tukar pikiran  diantara  teman sejawat, atau  

meminta  respon  atau komentar  kepada  responden  yang telah dijaring 

datanya  utuk  membaca kesimpulan  yang telah disimpulkan  peneliti, 

kekokohan dan  kecocokannya. 

 Adapun  tahapan analisis  data  dapat  dilihat  sebagaimana  gambar  berikut  

ini  : 

 

 

 

 

 

 

 

           Sumber  Data :  Millers  dan Hubbermen dalam Rachman (1999 : 120) 

 

Kesimpulan
/Verifikasi Reduksi Data 

Pengumpulan   Penyajian  Data 
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G. Keabsahan  Data 

Setiap  penelitian kualitatif memerlukan standar untuk melihat derajad 

kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian,  sehingga  data yang dikumpulkan 

dapat dipertanggungjawabkan.  Menurut  Moleong (1994 : 173) dan S. Nasution 

(1998 : 105), yang  dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria yaitu : 

a. Derajad   Kepercayaan  (credibility) 

Merupakan validitas internal  yang berfungsi  untuk melakukan 

inkuiri  sedemikian rupa  sehingga tingkat kepercayaan  penemuannya dapat 

dicapai serta memenuhi syarat  kredibilitas.  Beberapa  cara dapat ditempuh 

sebagaimana  berikut  ini : 

- Pengamatan yang terus menerus 

- Trianggulasi 

- Membicarakannya dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan 

tentang pokok penelitian juga metode penelitian naturalistik  dan  

kualitatif. 

- Menganalisis kasus negative 

- Menggunakan bahan referensi 

- Mengadakan “member check” 

b. Keteralihan (transferability) 

 Merupakan validitas eksternal berkaitan dengan usaha menggeneralisasikan 

hasil penelitian pada lingkungan populasi yang lebih luas, dengan 

mempertimbangkan  persoalan-persoalan empiris yang bergantung pada 
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persamaan antara konteks  pengirim dan penerima, dengan demikian peneliti 

bertanggungjawab untuk menyediakan data  diskriptif secukupnya. 

c. Ketergantungan (dependability) 

 Ketergantungan atau reabilitas merupakan syarat mutlak bagi tercapainya 

penelitian yang valid.  Untuk mendapatkan  dan mencapai tujuan itu maka 

hal yang  perlu dilakukan  adalah  memadukan criteria ketergantungan dan 

kepastian.  Dalam hal ini  cara yang dipakai yaitu dengan “audit trail” yakni  

melacak atau memeriksa suatu kebenaran yang dilakukan oleh  pembimbing. 

d. Kepastian (confirmability) 

Kriteria  kepastian dalam penelitian  kualitatif  adalah  pada “data’  dan 

bukan  pada  “orang”.  Untuk  memperoleh kepastian data tersebut 

pembimbing  dapat melakukan  pengujian kepada  peneliti tentang  validitas 

data yang disajikan dalam penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN  DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan  uraian  bab  sebelumnya  dapat  ditarik  kesimpulan  

sebagaimana  berikut  ini  : 

1. Kebijakan  sertifikasi  guru  telah mendorong  guru  di kecamatan  

Sukamara berupaya  untuk memenuhi    kewajiban  dan persyaratan  

menjadi  guru  professional  dan  memperoleh  sertifikat  sertifikasi  

pendidikan  dengan  berbagai  cara  apapun,  sehingga  motivasi  utama  

memperoleh  sertifikat sertifikasi pendidikan tidak lain adalah untuk 

meningkatkan pendapatan  dan kesejahteraan  keluarga para  guru dengan 

tunjangan sertifikasi  tersebut.  Sehingga   hakikat  utama  ditetapkan  

kebijakan tersebut  menjadi  bias.  

2. Kebijakan  sertifikasi  bagi  guru-guru  di  kecamatan  Sukamara  dari aspek  

pedagogic dan aspek  professional  belum memperlihatkan dampak positif 

terhadap peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran, pemaham  

para  guru terhadap para  peserta  didik,  kemampuan  mempersiapkan  mata  

pelajaran secara  benar, kemampuan  menempatkan  para  murid  sebagai 

agen utama  dalam pembelajaran  bukan menempatkan guru sebagai sentral 

pembelajaran,  kemampuan  menciptakan  suasana kelas yang  

komunikatif/menyenangkan, kemampuan  berpikir  global, kemampuan  

membumikan keilmuan  dan kemampuan  melakukan  penelitian  masih  
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kurang.  Hampir  sebagian  besar  guru yang  bersertifikasi  masih  terjebak  

pada  konsep lama sebelum  menerima predikat  sebagai  guru bersertifikasi. 

3. Guru-guru bersertifikasi cendrung hanya  memenuhi  aspek-aspek formal  

kewajiban  guru  bersertifikasi, sehingga  hal-hal  yang disediakan sebagai 

bagian persyaratan  sertifikasi disediakan tanpa  motivasi  tinggi untuk 

benar-benar  menjadi  guru  professional. 

4. Rendahnya  kemampuan  profesionalitas  guru  bersertifikasi  salah satu 

disebabkan karena  system  penilaian  sertifikasi  dengan uji  portofolio yang  

hanya sebuah dokumen  mati, para  guru  belum diuji secara praktis 

kemampuan dan pengetahuannya. 

5. Faktor-faktor  yang  menghambat  implementasi  kebijakan  sertifikasi  

bersumber  dari  4 (empat) komponen, yakni  faktor  personal  guru yang 

bersertifikasi, factor  pimpinan,  faktor sistem pekerjaan dan fasilitas yang 

diberikan oleh organisasi; dan faktor situasional.  Faktor    dominan   yang 

menghambat  pelaksanaan  kebijakan  sertifikasi utamanya adalah  dari 

faktor  personal  guru  sendiri  (terkait  kapasitas, kapabilitas, intelektualitas) 

serta  motivasi  bersertifikasi,  system  pekerjaan dan fasilitas dan  

kepemimpinan. Untuk itu  para  guru  dituntut memiliki  kesadaran  yang  

tinggi  tentang  arti penting menjadi  guru  professional  dan arti penting 

kemampuan komptensi sehingga  mampu membimbing dan mengarahkan  

para anak didik  dengan baik  sesuai dengan perkembangan  kemajuan  ilmu  

pengetahuan dan teknologi. 
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B. Saran-Saran 

1. Pihak penyelenggaraan sertifikasi guru, dalam hal ini Lembaga 

Pelaksana Tenaga Kependidikan (LPTK) dan instansi terkait 

diharapkan dapat lebih membekali guru maupun calon guru dengan 

wawasan, pengetahuan, nilai, dan keterampilan mengajar di kelas, 

terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap peserta didik, 

penguasaan materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran 

sehingga mereka mampu meningkatkan mutu pembelajaran peserta 

didik.  

2. Bila seorang guru mengikuti sertifikasi, hendaklah disadarkan  bahwa 

tujuan sertifikasi guru bukan untuk mendapatkan tunjangan  profesi, 

melainkan adalah untuk dapat menjadikan dirinya sebagai pendidik 

profesional yang menguasai komptensi kepribadian,  pedagogik, 

profesional, dan kompetensi sosial sebagaimana disyaratkan dalam 

standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis 

yang menyertai adanya kemampuan tersebut. Apabila guru menyadari 

hal ini, guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat 

profesi, kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk 

lulus sertifikasi. Berdasarkan cara seperti itu, pelaksanaan sertifikasi 

akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru 

dalam proses pembelajaran.  

3. Kepala  Sekolah dan  Pengawas Pendidikan,  Cabang  Dinas  

Pendidikan  Kecamatan  diharapkan untuk lebih memberikan perhatian 
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pada penerapan kompetensi peadagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi personal,  dan kompetensi sosial dalam proses 

pembelajaran oleh guru  yang dipimpin atau yang diawasinya, dengan 

terus  memberikan motivasi berprestasi melalui pembinaan dan  

pengawasan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas-tugas guru,  

terutama dalam proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga mutu dan 

hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan.  

4. Kepada para  guru-guru  khususnya  tingkat  SD/MI  di  Kecamatan  

Sukamara dalam hal peningkatan  kinerjanya dalam proses 

pembelajaran, agar berusaha menguasai lima  komponen proses 

pembelajaran yaitu penguasaan materi pembelajaran,  penguasaan 

metode pembelajaran, penguasaan alat bantu  pembelajaran, penerapan 

penilaian hasil dan proses pembelajaran,  dan penguasaan lingkungan 

pembelajaran peserta didik. 

5. Penguasaan materi pembelajaran merupakan salah satu komponen 

penting dalam proses pembelajaran tanpa mengabaikan  komponen 

yang lain. Sebab mutu pendidikan secara umum dipengaruhi  oleh 

kualitas dan kuantitas materi pembelajaran yang disampaikan  oleh guru 

mata pelajaran. Materi pembelajaran merupakan  penjabaran dari 

kurikulum yang harus dikuasai siswa dalam rangka  pengembangan 

dirinya mengacu kepada harkat dan martabat serta  kemuliaan manusia. 

Pendeknya, materi pembelajaran bagi guru  merupakan hal yang sangat 

menentukan, khususnya dalam proses  pembelajaran.  
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PEDOMAN  WAWANCARA 
========================= 

 

No. PERTANYAAN 

I. Implementasi  Kebijakan Sertifikasi  Guru  Dalam Jabatan  Bagi 
Guru SD/MI di Kecamatan  Sukamara Kabupaten Sukamara : 

1. Berapa  jumlah guru  di Kabupaten Sukamara  per kecamatan ? *)**) 

2. 
Berapa  jumlah  guru  bersertifikasi  di  Kabupaten  Sukamara per 
tingkat  satuan pendidikan  ? *)**) 

3. 
Berapa  jumlah  quota  sertifikasi  guru  untuk  kabupaten  Sukamara  
per tahun per satuan  pendidikan  dan per kecamatan (tahun 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011,2012)  ? *)**) 

4. 
Berapa  jumlah  guru  yang  ikut  tes sertifikasi  per tahun  per 
kecamatan ? *)**) 

5. 
Berapa jumlah  guru yang ikut  seleksi sertifikasi  jalur  portopolio  per 
tahun per kecamatan  ? *)**) 

6. 
Berapa jumlah  guru  yang  lulus  tes sertifikasi  jalur  portopolio  per 
tahun per kecamatan  ? *)**) 

7. 
Berapa  jumlah  guru yang  ikut tes  dan lulus  sertifikasi  jalur  
pendidikan per tahun per kecamatan  di  Kabupaten  Sukamara ? *)**) 

8. 

Bagaimana  kerjasama  dan  koordinasi  pelaksanaan kegiatan 
sertifikasi  antara LPMP  Kalimantan Tengah,  Tim sertifikasi  perguruan  
tinggi Universitas  Palangka Raya, Kepala  Daerah  dan  Dinas  
Pendidikan, Pemuda dan Olah  Raga  Kabupaten  Sukamara ? *)**) 

9. 
Bagaimana  peran UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamara  
terkait  pembinaan, pengawasan  sertifikasi  guru  SD/MI ? *)**) 

10. 
Berapa  besar  dukungan anggaran yang disediakan  Pemda  
Sukamara  untuk kegiatan  sertifikasi  per tahun per  satuan pendidikan  
? *)**) 

11. 
Bagaimana  dukungan  Bupati/Wakil  Bupati/Sekda  dan Kadis  
Pendidikan  terkait kebijakan  sertifikasi  guru  dalam  jabatan  ini  
khususnya  di  kecamatan    Sukamara ? *)**) 

12. 
Bagaimana  dukungan  pembinaan  Pemerintah  Provinsi  terkait  
kebijakan  sertifikasi  guru  dalam  jabatan ? *)**) 
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II. 

 

Dampak kebijakan  serfikasi  guru  dalam  jabatan  bagi guru  
SD/MI  di  Kecamatan  Sukamara  Kabupaten  Sukamara  

A. Kemampuan  Pedagogik : 

1. 
Apakah  guru  mengetahui  karekteristik  peserta  didik  baik  karakter  
fisik, moral, social, kultural  dan intelektual  ? *) **) ***) 

2. 
Apakah  guru   menguasai teori  belajar  dan prinsip pembelajaran  yang 
mendidik ? *) **) ***) 

3. 
Apakah  guru  memahami  kurikulum  yang diajarkan dan  memiliki  
kemampuan mengembangkan ? *) **) ***) 

4. 
Apakah  guru  memiliki kemampuan  menyusun  rancangan 
pembelajaran yang baik untuk kegiatan di dalam kelas  maupun  di 
tempat  praktek ? *) **) ***) 

5. 
Apakah para guru menggunakan media pembelajaran sesuai dengan 
karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara 
utuh ? *) **) ***) 

6. 
Apakah para  guru menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk 
mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal ? *) 
**) ***) 

7. 
Apakah para  guru memahami berbagai strategi berkomunikasi yang 
efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan ? *) **) 
***) 

8. 
Apakah para guru  memiliki kemampuan menentukan prosedur 
penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar ? *) **) ***) 

9. 
Apakah  para  guru memiliki kemampuan mengembangkan instrumen 
penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar ? *) **) ***) 

10. 

Apakah  para  guru memiliki kemampuan mengadministrasikan, 
menganalisis  dan mengevaluasi penilaian proses dan hasil belajar 
secara berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrument  ? 
*) **) ***) 

B. Kompetensi  Sosial 

1. 
Apakah  para guru memiliki sikap inklusif, bertindak obyektif, dan tidak 
diskriminatif  karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi  
fisik, latar  belakang keluarga, status  social ekonomi  ? *) **) ***) 

2. Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah 
lainnya secara santun, empatik dan efektif ? *) **) ***) 
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3. 
Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara 
santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan 
kemajuan peserta didik ? *) **) ***) 

4. 
Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam 
program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 
didik ? *) **) ***) 

5. 
Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka 
meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami 
bahasa daerah setempat? *) **) ***) 

C. Kompetensi  Profesinal 

1. 
Apakah para  guru memiliki kemampuan menguasai materi, struktur, 
konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 
diampu  ? *) ***) 

2. 
Apakah para  guru  memiliki kemampuan menguasai standar 
kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 
pengembangan yang diampu ? *) ***) 

3. 
Apakah para  guru  memiliki kemampuan mengembangkan 
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 
reflektif ? *) ***) 

4. 
Apakah para  guru  memiliki kemampuan mengembangkan 
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 
reflektif ? *) ***) 

5. 
Apakah para  guru  memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan 
diri ?  *) ***) 

III. 
Faktor-Faktor  yang  mendukung  dan menghambat  implementasi  
kebijakan sertifikasi  guru dalam jabatan  bagi guru  SD/MI di  
Kecamatan  Sukamara 

1. Apa motivasi  yang  mendorong untuk ikut  sertifikasi  ? ** 

2. 
Apa manfaat yang dirasakan dengan kebijakan sertifikasi  guru  dalam 
jabatan ? ** 

3. 

Bagaimanakah  komunikasi  dan penyampaian informasi yang  
dilakukan  para  penyelenggara  dalam  pelaksanaan  kebijakan  
sertifikasi  guru  dalam jabatan bagi  guru SD/MI di  kecamatan 
Sukamara  baik oleh pihak  penyelenggara  provinsi, kabupaten, UPTD 
Diknas kecamatan, kepala  sekolah dan para guru ? *)**) 

 

14/41283.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



111 
 

4. 
Bagaimana  kehandalan dan  motivasi para  penyelenggara  dan  para  
guru SD/MI dalam melaksanakan  dan  mengikuti  kegiatan  setifikasi  
guru dalam jabatan ?  *)***) 

5. 
Bagaimanakah  sikap   para  penyelenggara, pejabat  pembuat  
keputusan  serta  kewenangan  yang dimiliki  dalam penyelenggaraan  
kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan  di kecamatan  Sukamara ?  **) 

 

Keterangan  : 
*)    Penyelenggara 
**)  Guru 
***)  Murid 
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